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富田対置AⅣG

PELAKSANAAN NETRA重.重TAS BAGI AS∬　PADA PENYELENGGARAAN

PE蘭IL重HAN PRESIDEN/ⅧⅡL P甲総量DEN, DA蘭PEⅢLⅢAN ANGGOTA

L電飾s重A正調田町2019

三:霊蒜慧霊詰ま
batu Utara;

…:慧霊害霊霊霊蓋霊紫悪霊霊宝血batu Utara;
4. Para Camat di Lingkしmgan Pemkab・ habuhanbafu Uara;

5. Para Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara;

6. Selun血ASN di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.

di-

Tempat

SehしIbungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

RefolmaSi Birokrasi Nomor : B/94/M.SM.00.OO/2O19 tangga1 2o Maret 2O19 hal

Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan

Wakll Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dengan ini disampaikan

Kepada Sekretaris Daerah/Kepala OPD/Para Asisten dan Stal Ahli/Para

Camat/Para Lurah dan Kepala Desa/Seluruh ASN di Lingkungan Pem止ab.

Labし!hanbatu Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. D種登種章櫨uなu血

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara;

2・ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pem址han Umum;

3. P〔二raturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai

Negel●i Sipn;

4. Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disi㌦in Pegaval Ne鯵ri

Sipil;

5. Pcrat.uran Pemerirltah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawal Negeri Sip虹

6. Su鵬虹...



6. Surat Menteri Pendayagunaan †paratur Negara dan Refomasi Birokrasi

Nomor : B/71/M.SM.OO.OO/2O17　tangga1 27　Desember　2O17　tentang

Pelaksanaan Ne億atitas bagi AS

Tahun 2O18, Pem址han Legislati

Wa瞳l Presiden Tahun 20 19;

中「Pada penyelenggaraan F皿kada Serentak

Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan

7・ Surat Menteri Pendayagunaan 4paratur Ncgara dan Re書brmasi Birokrasi

Nomor : B/36/M.SM.OO.OO/2O18 tangga1 2 Februari 2O 18 tentang Ketcntuan

bagi ASN yang Suami atau Istrinya MeI互adi Calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Caloll Anggota Legislatil, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

B. Pelak竃anaan Hewqi曲調n心n L劃rmg種n

l. ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk penga調h manapun dan

ti(lak memihak kepada kcpcntingan siapapun;

2. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun

goIongan’ yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang

mengarah pada kcberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang

mengindikasikan terlibat dalam polit.ik praktis/bera則iasi dengan partai

poli寄k;

3. Asn wajib merriu可ung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

ASN;

4. ASN dilarang me可adi pengurus dan/atau anggota partai pnlitik;

5. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan

Pcrwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dala皿　Undang-Undang

N《)mOr 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2O 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Peneg種kan, Pemant種u種n d心重Budu種sま

l. T。rhadap ASN yang diduga melalⅢkan pelangganan netralitas d孤aporkan

k(甲ada unsur pengawas pemilu setempat, untuk dapat diperiksa/diproses

s(ゝ Suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. ’「(汁hadap hasil pengawasan seb年gaimana dimaksud pada angka l, unSur

p.mgawas pemilu merekomendaこikan kepada instansi yang bersangkutan

mengenai hasil pengawasan terhaヰap netralitas Aparatur Sipil Negara;

an sebagaimana dimaksud pada angka

ne廿alitas, maha instansi pemerintah

3’蒜‡‡雪慧業欝
2, jika dite皿ukan hlI血pelang‘

Segera menindaklanjuti dengan

Pemeriksa huku血an disiplin;

membentuk M毎eHs Kode E働c atau血n

4. Jika…



3-

‡　4. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan

tcrdapat pelanggaran kode etik, ma-ka penyelesaiannya dilaksanakan

bcrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor　42　Tahun　2004　tentang

Pcmbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun Jika

dinyatakan terdapat peIanggaran disiplin, maka perlyelesaiannya

dilaksanakan berdasarkan Peratu「an Pemelin†ah Nomor　53　Tahun　2OIO

tcntang Disiplin Pcgawai Negeri Sipil;

5. Scluruh tindak la可ut rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

Pada angka 2, 3, dan 4 dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

Ncgara dan tembusan kcpada Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi:

6. Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

aIlgka 2 tidak ditindakla巾uti oleh PPK, maka Komisi Aparatur Negara dapat

merekomendasikan kepada Presiden untuk mer寄atuhkan sanksi

a(lm :nistratif sesuai peraturan pemndang-undangan.

D. ASN y種ng men垂di Caron A皿glPta Deunn Perw種皿n R成年yrat (DPR), Dew種重

Perwa細心n Rrtyat Daemh lDPRD), d種n Anggot種Dem面Per'調細めn D種emh

(DPD)

1. Bし‥rdこ|Sarkan Undang-Ur]dang Nomor　7　Tahun　2O17　tentang Pemilihan

Umum, khususnya pada Pasa1 24O ayat (1) huruf k dan Peraturan Komisi

Pcmilihan Umum (KPU) Nomor 2q Tahun 2O18 khususnya pada Pasa1 8 ayat

( 1 ) hu「ul b angka 6, Pada intiny争menyatakan bahwa “Bakal calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRp Kabupaten/Kota adalah Warga Negara

霊宝三二二詰。罵言言霊r蒜言霊器
dinyatakan dengan surat pen丸mduran diri yang tidak dapat ditarik

蛇皿b孤i" ;

2. Berdasarkan Pasa1 268 Peratur merintah Nomor l l Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawal Negeri Sipil (PP ll/2O17) menyatakan bahwa

Pemohonan berhenti sebこlgai

anggota DPR, DPRD, dan DPD幣
k劃℃na menCalonkan meI可adi calon

i雀jukan secara tc,rtulis dengan membuat

Surat Pernyataall Pengunduran diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) melalui PQjabat Yang Berwenang (PyB) secara hierarki setelah

ditetapkan sebagai calon oleh KPU;

3. Keputusan pemberhentian sebagaimana climaksud angka 2 ditetapkan paling

lama 14 (empat belas) hari ke重ja setelah usul pemberhentian diterima;

4.Ba缶..
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4・ BこIgi ASN yang telah tcrdaftar sebagai Daf〔ar Calon Sementara (DCS) sampai

dcngan ditetapkannya DaJtar Calon Tctap (DCT) anggota lcgislatif DPR RT,

Di}RD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dlPublikasikan oleh

K書,U, Sudah tentu telah memenuhi kelengkapan administratif termasuk di

dalamnya adalah bukti fotokopi Kartu Thnda Anggota partai politik yang

masi寸berLal調. Hal ini disyaratkan sesuai dengan Pasa1 8 ayat (1) hur可h

Pく‥raしuran KPU Nomor 2O Tahun 2O18;

5. Tcrhadap ASN yang me可adi calon anggota legislat∬ khususnya calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka pemberhentiannya

S(厄agai ASN bukan mengacu pada surat pengunduran diri setelah ditetapkan

S{hagai calon oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angha 4, melainkan

]〕()mbe「hentiannya mengacu pad尋la鵬血gan ASN me両adi anggota dan/atau

I)(` ngu「uS Partai politik;

6. OIch karena ASN dilarang mer互adi an!嫁Ota dan/atau pengurus partai politik,

maka ASN yang merrfedi anggo干dan/atau pengurus partai po腿watib

mengundurkan diri secara t由血皿s. ASN yang mengundurkan diri

diberhentikan dengan hormat stbagal ASN terhitung mula上akhir bulan

Pengundura皿diri ASN yang

革
gkutan. Permohonan berhenti dimaksud

7箋薫葦講薫葦蓋宝器
8. Terhadap ASN yang tidak nenguhdurkan dili sebagaimana dimaksud pada

angka 6 dibe血en働【an tidak dehgan hormat sebagai ASN terhitung m山ai

akhir bulan ASN yang bersangkutan merriadi anggota dan/atau pengurus

Partal politik;

9. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan

Paling lama 21 (dua puluh satu) hari kcrja setelah ASN yang bersangkutan

terbukti meI可adi anggota dan/atau pengurus partai politik;

10. Scluruh pelaksanaan ketentuan pada angka l sampai dengan angka 9

dilaporkan kepada Kepala Badan Kcpegawaian Negara dan tembusan kepada

Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Nega「a dan Reformasi Birokrasi paling

lambat 3O Apri1 2O⊥9;

11. Dalam hal ketentuan pada angka l sampai dengan 10 tidak dilaksanakan,

maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dapat Merekomendasikan kepada Prcsiden untuk mcI可atuhkan sanksi

administratif sesuai peraturan pemndang-undangan.

E. C血on…
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ヰE. Calon Anggot種DPR● DPRD● d種n A重IggOta DPD y種1喝D血yata重機n Lolos

Dalam Sele膿i Calon Peg種W種i ASN

l・ B〔ndasarkan Pasa1 23 PP l l/2017 menyatakan bahwa setiap wama negim

Il-donesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar merjadi PNS

d`mgan memenuhi persyaratan,叩ifu antara lain tidak menjadi anggota atau

pengurus pa血politik atau terlibit poli批praktis;

2・ Adapun seseorang yang telah l terdaftar sebagai DCS sanpai dengan

ditetapkannya DCT anggota legi親atif DPR RI, DPRD Hovinsi, dan DPRD

器　‡　監禁書芸豊霊宝言霊
Tanda Anggrta partai politik

dengan Pasa1 8 ayat (1) huruf

皿aS血beriaku. Hal ini disyaratkan sesuai

atl血KPU Nomor 2O Tahun 2018;

3. Maka 。al。n 。ngg。ta DPR, DPR最d。n angg。ta DPD yang dinyatak。n l。l。S

dalam seleksi calon Pegawai ASN yang tanggal penetapan sebagai pengurus

dan/atau ang割pta Partai politik maupun tanggal penetapan DCT oleh KPU,

maka telah melanggar ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada

angka l dan kelulusannya sebagai calon Pegawai Asn harus dibatalkan oleh

Panitia Seleksi.

F. Penutup

l. Kepada Sekretaris Daerah/Kepala OPD/Para Asisten dan Staf Ahli/Para

C:lmat/Para Lurah dan Kepala Dcsa/Scluruh ASN di Lingkungan Pemkab・

Ldbuhanbatu Utara agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat ini

dcngan sebaik-baiknya.

2. Kcpada Sekretaris Daerah/Kepala OPD/Para Asisten dan Staf Ahli/Para

Camat/Para Lurah dan Kepala Desa/Selumh ASN di Lingkungan Pemkab.

Ldbuhanbatu Utara, Wajib untuk :

a. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan

memberikan kesempatan kepada ASN unt一〇k melaksanakan hak pilihnya

SeCara bebas dengan tetap me垂aga netralitas・

b. Melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di

liIlgkungan instansi masing-maSing sebelum’Selama) dan sesudah masa

kampanye agar tetap menaati peraturan perundang undangan dan

ketentuan kedinasan yang berlaku.

3. S(:1uruh Aparatur Sipil Negara agar tetap mer互aga kebersamaan, SOliditas

dとIn jiwa korps dalam menyヰPi situasi po随k yang ada dan∴tidak

terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan

al.au ketidakne億alan.

「　　　　　　　　　　D。皿i瞳狐...


